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Abstract. Pawn is an agreement to deliver goods as collateral for debt. Pawn 

guarantees in the form of goods that are in accordance with the pillars and conditions 
in the rahn contract. However, in reality the practice of pawning carried out in 

Buanamekar Village, the guarantee used is in the form of arisan, not goods. This study 
aims to determine the practice of pawning with a marhun in the form of arisan and a 

review of the rahn contract on the practice of pawning with a marhun in the form of 
arisan in the village of Buanamekar. The research method used in this study is 

qualitative with an empirical juridical approach. The research data were obtained 
through observation, quota sampling, literature study interviews and documentation. 

Then analyzed based on Rahn’s contract theory The results showed that first, the 
practice of pawning carried out in Buanamekar Village was motivated by rahin who 

needed money to meet daily needs, so rahin went to murtahin to borrow money by 
making the arisan as marhun. Second, This practice is categorized as a false pawning 

practice because it does not meet one of the requirements in the rahn regarding 

marhun. The practice of pawning with marhun in the form of arisan is not allowed 
because the practice is not in accordance with the views of the majority of scholars 

that what should become marhun in rahn is goods. 

Keywords: Debts (Qardh), Collateral (Rahn), Arisan Guarantee. 

Abstrak. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan utang. 
Jaminan gadai berupa barang yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad rahn. 

Namun, pada kenyataannya praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar 
jaminan yang digunakan berupa arisan bukan barang.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui praktik gadai dengan marhun berupa arisan dan tinjauan akad rahn 
terhadap praktik gadai dengan marhun berupa arisan di desa Buanamekar. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
yuridis empiris data penelitian didapatkan melalui observasi, quota sampling, 

wawancara studi literatur dan dokumentasi. kemudian dianalisis berdasarkan teori 
akad rahn. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, praktik gadai yang dilakukan 

di Desa Buanamekar dilatarbelakangi oleh rahin yang membutuhkan uang untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rahin mendatangi murtahin untuk 

meminjam uang dengan menjadikan arisan sebagai marhun. Praktik ini dikategorikan 
pada praktik gadai yang bahil karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rahn 

mengenai marhun. Kedua, praktik gadai dengan marhun berupa arisan ini tidak 
diperbolehkan karena praktik tidak sesuai dengan pandangan dari jumhur ulama 

bahwa seharusnya yang menjadi marhun dalam rahn adalah barang. 

Kata Kunci: Utang Piutang (Qardh), Agunan (Rahn), Jaminan Arisan.  
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A. Pendahuluan 

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. 
Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur 

secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang 

menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Muamalah yaitu aturan (hukum) Allah 
untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam urusan duniawi(1)Konsep dasar yang 

menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran dan hadis serta ijma dan Qiyas adalah sisi 

kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan 
manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukan pelarangannya 

oleh sumber utama syariat Islam.  

Untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam keadaan mendesak, Islam memberbolehkan 
untuk melakukan utang piutang dengan kewajiban untuk mengembalikan. Agama Islam 

menganjurkan untuk memberikan jaminan terhadap utang piutang, hal ini sesuai dengan firman 

Allah Swt  Q.S Al-Baqarah (2) : 283 

 

قْبُوْضَةٌ فَۗاِنْ  لَمْ تجَِدوُْا كَاتبًِا فَرِهٰنٌ مَّ َ رَبَّه ۗ  وَانِْ كنُْتمُْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ امَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فَلْيُؤَد ِ الَّذِى اؤْتمُِنَ امََانتَهَ وَلْيتََّقِ اللّٰه

ُ بمَِا تعَْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ وَلََ تكَْتمُُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَّكْتمُْهَا فَاِنَّ  ه اٰثِمٌ قَلْبهُ ۗ وَاللّٰه  

 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barangsiapa yang menyembunyikannya. maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah (2) : 283)  
Perjanjian yang menyebabkan utang piutang antara kedua belah pihak, biasanya pihak 

yang memberi pinjaman (murtahin) akan meminta pihak yang menerima pinjaman (rahin) untuk 

memberikan agunan. Jika kemudian diketahui rahin lalai menjalankan kewajibannya, maka 
agunan ini bisa digunakan untuk “menyelamatkan” murtahin.  

Dalam hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata al-Rahn berasal 

dari Bahasa Arab yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, 

al-rahn adalah al-tsubut, yakni sesuatu yang tetap dan al-ihtibas, yaitu menahan sesuatu. Para 
ulama memiliki pendapat yang sependapat tentang definisi rahn (gadai). Menururt para ulama 

Akad Rahn (gadai) adalah menahan harta sebagai watsiiqah (jaminan) dari suatu hutang. 

Dengan demikian, pada prinsipnya yang dimaksud aka rahn adalah akad untuk menahan barang 
milik debitur yang dijadikan jaminan atas hutang kreditur terhadap debitur.(2) Para ulama 

sepakat bahwa marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, 

semua barang yang sah di perjualbelikan sah pula digadaikan.(3) Hal itu karena barang jaminan 
tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan atau (murtahin) di saat orang yang 

menggadaikan tidak mampu membayar utangnya.  

Menurut Muhammad Djumhana, jaminan adalah sesuatu yang diserahkan debitur 

kepada kreditur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Menurut Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk 

memaknai suatu jaminan, yaitu “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada kepada Bank 
Syariahdan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima 

Fasilitas.(4)Dalam akad rahn harus ada marhun yang dijadikan sebagai jaminan, dengan tujuan 

apabila yang berutang tidak bisa membayar utangnya maka barang tersebut bisa dijual untuk 
membayar hutang tersebut. salah satu syarat gadai adalah adanya marhun, marhun adalah 

barang-barang yang digadaikan. Salah satu syarat rinci untuk gadai adalah barang yang 

digadaikan harus dikuasai rahin, baik sebagai pemilik, atau wali, atau pemegang wasiat. 

Hukum arisan menurut hukum Islam adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena 
substansi arisan adalah qordh (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad 
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qordh dan Rasulullah sendiri pun melakukan akad qordh. Syariat Islam tidak melarang 

seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi 
orang lain. Khusus untuk yang terakhir ini (mengutangi), perbuatan tersebut bukan hanya 

dibolehkan, tetapi malah dipuji karenamengutangi orang mengandung unsur menolong sesama 

untuk memenuhi kebutruhannya (5) 

Kegiatan gadai yang terjadi di masyarakat modern ini sangat banyak salah satu dari 
kegiatan tersebut terjadi di desa Buanamekar. Kegiatan gadai ini dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan gadai yang terjadi di desa Buanamekar ini bisa dikatakan 

jarang ditemukan di tempat lain,kegiatan gadai pada umumnya adalah ketika kita meminjam 
uang kepada orang lain dengan disertakan jaminan, jaminan tersebut biasanya berupa 

kendaraan, barang elektronik, emas dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan gadai yang 

dilakukan di desa Buanamekar ini adalah menjadikan arisan sebagai jaminannya. Menggunakan 

arisan sebagai marhun karena arisan dianggap sesuatu yang berharga dan bernilai, selain itu 
arisan digunakan sebagai marhun karena ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai 

barang yang bisa dijadikan marhun dan ada sebgaian lagi masyarakat yang beranggapan arisan 

ini lebih praktis untuk dijadikan marhun. Kegiatan gadai ini dilakukan oleh orang yang 
meminjam uang kepada orang lain yang bukan merupakan kelompok arisan tersebut.  

Arisan yang dijadikan marhun untuk gadai ini dilakukan dikelompok arisan yang 

pengundiannya dilakukan dalam sebulan sekali. Jadi, secara tidak langsung waktu pengundian 
arisan ini tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini masalahnya adalah ketika seseorang meminjam 

uang kepada orang lain dengan menjadikan arisan sebagai marhun. sedangkan arisan ini belum 

jelas diketahui apakah bisa dijadikan sebagai marhun atau tidak. Para ulama sepakat bahwa 

marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang 
yang sah di perjualbelikan sah pula digadaikan.  

Berdasarkan syarat-syarat mengenai jual beli terlihat bahwa marhun berupa arisan ini 

belum memenuhi semua syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli yaitu dalam poin a, 
c dan e yang mana dalam poin tersebut menjelaskan bahwa marhun dari akad rahn harus berupa 

barang yang benar-benar ada dan nyata, barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak 

milik secara sah dan kepemilikan sempurna, barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak 
mudah rusak. Masalah-masalah ini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah akad rahn 

dilakukan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan memelihara nilai-nilai 

keadilan dan segala jenis akad harus memenuhi syarat dan rukun. 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan 

pendekatan yuridis empiris. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat desa 
Buanamekar yang berjumlah 20 orang. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Quota 

Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, quota sampling, wawancara, dan studi 
literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang 

dianalisis dengan metode induktif.  

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Menurut jumhur ulama rukun gadai (rahn) itu ada empat, yaitu terdiri dari: 

1. Sighat (lafal penyerahan dan penerimaan).   

Dalam hal ini terdapat akad yang diucapkan antara rahin dan murtahin. Maka dari, itu 
rukun rahn dalam sighat telah terpenuhi. 

2. Pihak yang berakad   

Dalam hal ini rahin (orang yang menggadaikan) adalah pihak yang menggadaikan arisan 
karena membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak dan murtahin (orang yang 

menerima gadai) adalah orang yang meminjamkan uang dan merupakan masyarakat 

Desa Buanamekar yang memiliki ekonomi yang lebih. Maka dari itu rukun rahn adanya 

pihak yang berakad telah terpenuhi. 
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3. Marhun (barang yang dijadikan jaminan).   

Objek utang piutang disini adalah arisan dijadikan sebagai jaminan. Maka dari itu rukun 
rahn adanya marhun telah terpenuhi.  

4. Marhun bih (utang).  

Yang menjadi marhun bih disini berupa uang yang dipinjamkan oleh murtahin kepada 

rahin.  Maka dari itu rukun rahn adanya marhun bih telah terpenuhi. 
Adapun syarat-syarat rahn yang sesuai dengan rukun rahn dikemukakan oleh jumhur 

ulama adalah sebagai berikut: 

1. Sighat (lafal penyerahan dan penerimaan) 
Dalam hal ini ijab kabul yang dilakukan oleh rahin dan murtahin sudah memenuhi syarat 

karena murtahin meminta ketika perjanjian berlangsung itu disaksikan oleh dua orang 

saksi. 

2. Rahin (yang menggadaikan) dan murtahin (yang menerima gadai).   
Jumhur ulama berpendapat bahwa kondisi orang yang berakad harus cakap bertindak 

hukum, artinya orang tersebut sudah baligh dan berakal. Pada saat yang sama, menurut 

ulama Hanafiyah, antara rahin dan murtahin tidak disyaratkan untuk baligh, tetapi harus 
berakal sehat. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah bisa 

membedakan antara yang baik dan yang buruk sudah boleh melakukan rahn, tetapi hanya 

jika perjanjian yang dilaksanakan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz ini disetujui oleh 

kedua orang tuanya ataupun walinya. 
Transaksi yang diteliti telah memenuhi syarat artinya kedua orang yang berakad yaitu 

rahin dan murtahin sudah cakap hukum atau menurut ulama cakap bertindak hukum ini 

dapat diartikan telah baligh dan berakal. Kedua orang yang berakad (rahin dan murtahin) 
bisa dikatakan tidak sah apabila merupakan orang gila. 

3. Marhun (barang yang dijadikan jaminan) 

Menurut ulama fikih, barang atau komoditas yang dijadikan sebagai jaminan harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Marhun atau barang jaminan dapat dijual serta 

nilai atau harganya sesuai dengan besar utangnya dengan ketentuan telah melewati 

tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, arisan tidak dapat 

dijual, maka syarat ini tidak terpenuhi. (2) Marhun harus memiliki nilai dan juga 
memiliki manfaat. Dalam hal ini, arisan memiliki nilai dan manfaat, maka syarat ini 

terpenuhi. (3) Marhun (barang jaminan) harus jelas dan pasti. Dalam hal ini, marhun 

bukan merupakan barang yang jelas dan pasti, maka syarat ini tidak terpenuhi. (4) 
Marhun (barang jaminan) harus sah milik rahin (orang yang menggadaikan). Dalam hal 

ini arisan bukan merupakan barang sah milik rahin karena arisan adalah milik bersama 

suatu kelompok arisan. (5) Marhun (barang jaminan) bukanlah milik orang lain. Dalam 

hal ini, barang jaminan adalah milik bersama jadi syarat ini tidak terpenuhi. (6) Marhun 
(barang jaminan) dapat diserahkan sebagai benda. Dalam hal ini, arisan bukan barang 

yang dapat diserahkan sebagai benda, maka syarat ini tidak terpenuhi. 

4. Marhun bih (utang) 
Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan berkewajiban untuk 

mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya.(6) 

Dalam hal ini utang dapat dihitung jumlahnya pada saat perjanjian berlangsung.  
Apabila dilihat dari praktik gadai yang ada di Desa Buanamekar terdapat satu syarat 

yang dilanggar yaitu mengenai marhun. Marhun berupa arisan ternyata tidak memenuhi syarat 

sebagai marhun karena arisan bukan merupakan barang.  

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar sebenarnya sudah memenuhi semua 
rukun pada akad rahn, tetapi setelah diteliti ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu 

syarat mengenai marhun (barang yang dijadikan jaminan). Berdasarkan kesepakatan ulama, 

syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah 
sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual-beli dan tidak sah jual beli yang 

mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.(7) Syarat-syarat yang terkait dengan barang 

yang menjadi objek jual beli adalah: 
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1. Barang yang di gadai harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang 

belu atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti 
binatang yang masih didalam kandungan induknya.  

2. Dalam hal ini, dapat langsung diketahui kalau syarat yang disebutkan di atas itu tidak 

memenuhi, karena sudah jelas bahwa pernyataan yang terdapat di awal kalimat itu sudah 

menyebutkan kata “barang”, sedangkan arisan bukan merupakan barang. Maka, dalam 
hal ini syarat tidak terpenuhi. 

3. Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan 

dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.  
4. Dalam hal ini, pada kalimat pertama disebutkan bahwa objek jual beli berarti ini masih 

ada kemungkinan bahwa arisan bisa dijadikan marhun, tetapi pada kalimat selanjutnya 

disebutkan bahwa objek yang berupa barang, maka dari itu dalam syarat ini tidak 

terpenuhi meskipun dalam pernyataan selanjutnya itu ternmasuk karakteristik dari arisan 
karena arisan ini hukumnya boleh (halal). 

5. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan 

sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah padang 
atau air laut yang masih dilaut atau menggadaikan panas matahari, karena tidak adanya 

kepemilikan yang sempurna.(8) 

6. Dalam hal ini, sudah dikatakan di awal kalimat dengan kata “barang” maka dari itu, 
syarat ini tidak memenuhi karena arisan bukan merupakan barang. Dalam hal ini juga, 

arisan bukan merupakan hak milik rahin secara penuh tetapi arisan ini milik semua 

anggota arisan karena arisan terdiri dari beberapa individu dan bersifat kelompok.  

7. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah 
menggadaikan binatang liar, ikan dilautan atau burung yang ada di awan, karena tidak 

dapat diserahkan kepada pembeli.  

8. Dalam hal ini, pada kalimat pertama disebutkan bahwa objek harus dapat diserahkan 
pada saat transasksi. Pada kenyataannya, saat perjanjian dilakukan arisan ini tidak dapat 

diserahkan kepada murtahin. Jadi, dalam hal ini syarat tidak terpenuhi. 

9. Selain syarat tersebut, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang 
yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam 

mulia, kendaraan, dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan 

makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagai jaminan utang karena tidak 

bertahan lama.(8) 
Dalam hal ini, arisan bukan merupakan barang sehingga syarat ini juga tidak terpenuhi. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai 

dengan marhun berupa arisan yang ada di Desa Buanamekar ini tidak diperbolehkan, hal ini 
sejalan dengan pandangan Syafi’iyah yang menyatakan bahwa marhun itu harus berupa benda 

atau barang. Walaupun niat murtahin untuk menolong, akan tetapi pada kenyataannya arisan 

yang digunakan sebagai marhun tidak sesuai dengan syarat marhun dalam akad rahn.  

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa: 
 

قْبُوْضَةٌ فَۗاِنْ امَِنَ  بعَْضُكُمْ بعَْضًا  لَمْ تجَِدوُْا كَاتبًِا فَرِهٰنٌ مَّ َ  وَانِْ كنُْتمُْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ فَلْيُؤَد ِ الَّذِى اؤْتمُِنَ امََانتَهَ وَلْيتََّقِ اللّٰه

ُ بمَِا  تعَْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ رَبَّه ۗ وَلََ تَ  كْتمُُوا الشَّهَاادَةَۗ وَمَنْ يَّكْتمُْهَا فَاِنَّه اٰثِمٌ قَلْبهُ ۗ وَاللّٰه  
 

Artinya: jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang pencatat, maka hendaklah ada barang yang dapat 
dipegang (jaminan).(9) 

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa ketika bermuamalah tidak secara tunai, maka 

harus ada barang yang dapat dipegang sebagai jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan praktik rahn 

yang dilakukan di Desa Buanamekar, karena barang jaminan (marhun) berupa arisan bukan 
berupa barang. 

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi: 
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مَ  الظَّهْرُيُرْكَبُ  ُ  عَليَْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّى اللّٰه لبَنَُ  إِذَاكَانَ مَرْهُونًا وَ عَنْ أبَىِ هُرَي رَةَ رَضَي اللّٰه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه

يشُْرَبُ إِذَاكَانَ مَرْهُونًاوَعَلىَ الَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نفََقتَهُُ )رواه البخارى( الدَّر ِ   
 

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu bahwa Rasulullah SAW 

bersabda,‘’Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan memmbayar dan susu 

hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan 
meminumnya wajib membayar.”(HR. Bukhari). (10)  

 Hadis di atas yang diriwayatkkan oleh Bukhari maksudnya adalah penerima gadai 

berhak memanfaatkan barang gadai sebagai ganti nafkah yang dikeluarkan olehnya. Sedangkan 
jika marhun nya berupa arisan, penerima gadai tidak memanfaatkan arisan karena arisan bukan 

merupakan suatu barang. Maka dapat disimpulkan bahwa arisan berupa marhun, bertentangan 

dengan hadis di atas yang di riwayatkan oleh Bukhari. 

kaidah fikih yang berkaitan dengan gadai, menjelaskan bahwa: 
 

( ٩٦: ٨كلُُّ مَا يجَُو زُ بَيْعهَُ يَجُوْزُ رَهْنهَُ )الد خير ة ,   

 
“setiap sesuatu yang sah diperjualbelikan maka sah pula digadaikannya” 

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara jual beli dan gadai 

terkait dengan objeknya, yakni apa yang dibolehkan untuk dijadikan objek jual beli maka objek 
tersebut boleh juga untuk digadaikan. Kemudian sebaliknya objek yang tidak boleh 

diperjualbelikan, maka tidak diperbolehkan juga untuk digadaikan.  

Dalam hal ini, arisan tidak termasuk kedalam objek yang dapat diperjualbelikan karena, 

arisan merupakan suatu bentuk utang maka dari itu arisan juga tidak boleh dijadikan objek gadai. 
Marhun gadai berupa arisan, bertentangan dengan kaidah ini, maka bisa dikatakan bahwa 

marhun berupa arisan tidak diperbolehkan. 

 
(  ٩٤: ٨قبَْلَ الْقبَْضِ لََ يكَُونُ رَهْناً  )الد خيرة،  ََ و  

 

“Sebelum adanya serah terima barang jaminan belum termasuk rahn” 
 

هْنِ باِلِإقْباضَِ  )درر الحكام،  ( ١٢٦: ٢لُزُوْمُ الر   

 
“Lazimnya akad rahn dengan penyerahan marhun” 

 

هْنُ فالَْيَدُ فيِْهِ لِلمُرْتهَِنِ )مغني المنتج،  (  ١٧٥: ٢إذاَ لَزِمَ الرَّ  

 
“Apabila rahn bersifat lazim, maka marhun dipegang murtahin” 

  Di dalam kaidah tersebut menjelaskan mengenai serah terima yang termasuk ke dalam 

syarat sah akad rahn. Serah terima yang dimaksud adalah ketika orang yang menggadaikan 
(rahin) menyerahkan barang gadai (marhun) kepada penerima gadai (murtahin). Untuk pihak 

penerima gadai (murtahin) boleh diwakilkan kepada orang lain, jika dalam hal ini penerima 

gadai (murtahin) tidak bisa melakukannya. Belum bisa dikatakan akad rahn, jika serah terima 
belum dilakukan. Setelah terjadinya serah terima maka akad rahn maka sifatnya mengikat.  

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa serah terima disesuaikan dengan dengan kondisi 

barangnya. Untuk barang yang bisa dipindahkan, serah terima dilakukan dengan cara 

dipindahkan barang tersebut.(11) Abu Yusuf menjelaskan, untuk barang yang dapat ditakar 
serah terimanya dilakukan dengan cara di takar atau ditimbang.(11) 

Berdasarkan kaidah fikih diatas, marhun berupa arisan ini pada kenyataannya tidak bisa 

di serah terimakan pada saat akad berlangsung, karena arisan bukan merupakan barang yang 
mudah untuk di serahkan. Maka, dalam hal ini marhun berupa arisan tidak sesuai dengan kaidah 

fikih yang sudah dijelaksan sebelumnya. 
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D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian 
sebagai berikut: 

1. Praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar dilatarbelakangi oleh rahin yang 

membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rahin mendatangi 

murtahin untuk meminjam uang dengan menjadikan arisan sebagai marhun. Arisan yang 
dijadikan jaminan ini adalah arisan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan 

sistem penggundiannya sebulan sekali.  

2. Setelah di analisis, praktik ini dikategorikan ke dalam praktik gadai yang bathil karena 
tidak memenuhi salah satu syarat dalam rahn mengenai marhun yaitu ketika marhun yang 

digunakan dalam praktik gadai di Desa Buanamekar adalah arisan. Praktik gadai dengan 

marhun berupa arisan ini tidak diperbolehkan karena praktik ini tidak sesuai dengan 

pandangan dari jumhur ulama bahwa seharusnya yang menjadi marhun dalam rahn 
adalah barang atau benda, sedangkan dalam praktik gadai yang dilakukan di Desa 

Buanamekar marhun yang digunakan adalah arisan, yang mana arisan ini tidak termasuk 

dalam kategori barang ataupun benda, karena dalam hal ini arisan merupakan suatu 
bentuk utang. 
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